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PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt G/2017/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara
tertentu dalam persidangan Majelis Halm pada tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan 000, Br/Lingkungan Belong, Kelurahan/Desa 00,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan 00, Br/Lingkungan Belong, Kelurahan/Desa 00,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebult:
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:
Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan:

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2017 yang
terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Denpasar Nomor 0101/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 6 Maret 2017 telah mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit,
Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Yimur, pada tanggal 16 Juni 2008,
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sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 583/68/V1/2008, tertanggal 16
Juni 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Denpasardan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama :

a. Nevia Aisya Putri , perempuan, lahir pada tanggal 10 September
2009; dan Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan
Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Maret 20l6antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ROSA;

b. Tergugat sering menghabiskan uang dengan bermain judi;
c. Tergugat sering menum-minuman keras sperti arak, bir;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak
tanggal 25 Desember2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah ranjang sampai dengan sekarang namun masih ada
komunikasi masalah anak sajadan sudah tidak ada nafkah lahir bathin;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat
menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi
untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat

sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara
untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ari Prastiyo bin Putus)
terhadap Penggugat (Sri Widarti binti Mujito) ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
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SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun
menurut relaas panggilan Nomor 0101/Pdt.G12017/PA.Dps tanggal 13 Maret
2017, dan 23 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara
yang digjukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa
mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum. akan tetapi dalam perkara yang
bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku
pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat tidak dapat didengar jawabannya
dengan mengingat is tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya. Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171026014890006 tanggal 5 Oktober
2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan
dengan aslinya, temyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

b. Foto Kutipan Akta Nikah Nomor: 583/68NI/2008 tanggal 16 Juni 2006
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit.
Kabupaten Malang. Propinsi Jawa Timur. selanjutnya alat bukti berupa foto
copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya. ternyata telah
sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan

peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P 2),

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di Was. dalam persidangan

Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :
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I. Ning Wahyuni binti Misjan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat kediaman di Dusun Wonoagung. Desa Wonoagung. Kecamatan
Tirtoyudo. Kabupaten Malang, yang secara terpisah dan di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut

a. Bahwa saksi sebagai Bibi Tergugat dan kenal Penggugat dengan
Tergugat;
b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

c. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat awalnya harmonis. namun sekarang sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi, minum minuman

keras dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain.

d. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Rosa

dan sexing diajak pulang ke Malang:

e. Bahwa. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret
2016 sampai sekarang, dan Tergugat tiidak pernah memberikan nafkah

lahir dan bahin;

f. Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat

namun tidak berhasil;

II. Sri Aning binti H. Sahri, umur 39 tahun. agama Islam. pekerjaan Ibu Rumah
Tangga. tempat kediaman di Jalan Hangtuah. Desa Sanur Kaja. Kecamatan
Denpasar Selatan. Kota Dempasar yang secara terpisah dan di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah pada tahun 2008 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak

perempuan;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
harmonis tetapi pada saat ini tidak harmonis sejak Maret 2016 sexing terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi. minum
minuman keras, berselinguh dengan perempuan lain bemama Rosa;
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Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak
Maret 2016 dan tidak diberi natkah lahir dein bathin;

Bahwa saksi pemah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun

kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan alas keterangan para saksi

tersebut di alas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana

Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, temyata tidak
mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam
berita acara persidangan yang bersangkulan ditunjuk sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan
kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun
menurut relaas panggilan nomor 0101/Pdt.G120171PA.Dps tanggal 13
Maret 2017 dan 23 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal
149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang. bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat yang tercantum dalam kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405
yang artinya :

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak
mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan

gugurlah haknya".
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan maka tidak dapat dilakukan Medias’ sebagaimana dimaksud
pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Medias', serta telah pula
dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009:

Menimbang. bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan

hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti (P 1) berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Penggugat. terbukti Penggugat bertempat tinggal
di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. perkara a quo yang
diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama

Denpasar untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. perkara a quo yang diajukan
Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar

untuk mengadilinya.

Menimbang. bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa
yang menjadi alasan Penggugat bercerai Tergugat karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka main judi, minum

minuman keras dan telah berselingkuhh dengan perempuan lain bernama Rosa
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sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tidak ada
komunikasi lagi dan tidak ada jaminan nafkah lahir dan bathin mengakibatkan

Penggugat menderita lahir dan bathin:

Menimbang. bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,
Penggugat sangat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat:

Menimbang. bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua
orang saksi yang masing-masing bernama Ning Wahyuni binti Misjan dan
Sri Aning binti H. Sahri. yang telah memberikan keterangan secara terpisah
dan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi, telah terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus sehingga
keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak

penah memberikan jaminan nafkah balk lahir maupun bathin:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga
Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah

menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis

lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus:

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret 2016 kurang lebih
1 (satu) tahun yang lalu dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin:

Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat

apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat
dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian
menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya
dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang
sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu. dimana seharusnya sebuah
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rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak
berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. hal
mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah
lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang
tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-fidaknya untuk
membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya
sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan
sayang, sosungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang
yang berfikir", maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma
agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif
terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang
berkepanjangan:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan sebagaimana yang terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut. kemudian Penggugat sudah
tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta
dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi sesuai fakta hukum yang didapatkan
dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah
tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
diatas. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam
pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116
huruf (a) dan (0 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;
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Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku Pihak yang hadir telah diupayakan
penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam
rumah tangga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal
119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2
cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mans selaras dengan pendapat yang
tercantum dalam dalam kitab Ghoyatut Marano yang artinya :

"Jika kebencian si istrl terhadap suamlnya Lela memuncak, make
disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suemi tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu
helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah
daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya yang
timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya
akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundangeundangan yang bedaku. dan hukum
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak
hadir di persidangan;

2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang
ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah gama Kecamatan Dampit,
Kabupaten Malang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk dicatatkan perceraian tersebut
dalam sebuat daftar yang disediakan untuk itu:

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 11 April
2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami AH.
SHALEH, SH., M.HES., sebagai Hakim Ketua, serta DRA. Hj. AND!. BUNGAWALI,
M.H. dan DRS. A. JUNAIDI, MHI sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para
Hakim Anggota serta dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

AH. SHALEH, SH., M.HES

Hakim Anggota Hakim Anggota

DRA. Hj. ANDI BUNGAWALI, M.H.  DRS. A. JUNAIDI, MHI

Panitera Pengganti

LELY SAHARA, SH.
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Perincian Biaya Perkara : -

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.-
3, Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6,000.-
Jumlah : Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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